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ABSTRAK 

Pemerintah daerah diberi wewenang penuh oleh pemerintah pusat untuk 

menyelenggarakan otonomi daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan seluas-luasnya untuk 

mengatur urusan pemerintahan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Salah satu 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah adalah penyelenggaraan Perizinan 

Mendirikan Bangunan. Untuk terciptanya tertib administrasi dan tertib pembangunan, serta 

sebagai upaya untuk terciptanya keselamatan bangunan sehingga akan dapat menciptakan 

keteraturan terhadap lingkungan serta memberi kepastian terhadap penggunaan tanah untuk 

bangunan bersangkutan. Berdasarkan uraian tersbut dapat ditentukan rumusan masalah (1). Apa 

bentuk kebijakan izin mendirikan bangunan gedung dan rumah tinggal di kota Surabaya, (2). 

Apa akibat hukum mendirikan bangunan gedung dan rumah tinggal tanpa izin di kota Surabaya. 

Penelitian ini menggunaan tipe  penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan 

perundang-udangan dan konseptual. 

Sesuai hasil penelitian yang dilakukan menghasilkan temuan diantaranya (1). Pemerintah 

Kota Surabaya telah menetapkan kebijakan pengaturan tertulis dalam bentuk Peraturan Walikota 

Surabaya Nomor 58 Tahun 2015 yang telah selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 

Tahun 2005 (2). Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 yang telah ditindak 

lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, membawa akibat hukum bagi 

pemilik bangunan gedung untuk diharuskan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan. 

 

Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah Kota Surabaya, Izin Mendirikan Bangunan. 
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ABSTRACK 

The local government was given full authority by the central government to organize 

regional autonomy. The local government is given the authority to regulate the broadest affairs 

according to the legislation in force. One of the government functions under the authority of 

Regions is organizing Licensing Building. For the creation of good administration and orderly 

development, as well as efforts to create a building so that safety will be able to bring order to 

the environment as well as to give credence to the use of land for the building in question. 

Tersbut can be determined based on the description formulation of the problem (1). Any form of 

policy building permits and residential buildings in the city of Surabaya, (2). What are the legal 

consequences of building buildings and residential houses without permits in the city of 

Surabaya. This study uses the type of normative legal research using law approach crustaceans 

and conceptual. 

According to the results of research conducted to produce such findings (1). Surabaya 

city government has established a policy setting is written in the form of Surabaya Mayor 

Regulation Number 58 Year 2015 has been in line with Government Regulation Number 36 Year 

2005 (2). The enactment of Law Number 28 Year 2002 which was followed up by Government 

Regulation Number 36 Year 2005, bringing legal consequences for the building owner shall be 

required to have a building permit. 

 

Keywords: Policy, Surabaya City Government, Building Permit. 
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KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Untuk menyelenggarakan pemerintahannya, pemerintah daerah diberi wewenang penuh 

oleh pemerintah pusat dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Pemerintah daerah diberi 

kewenangan seluas-luasnya untuk mengatur urusan pemerintahan menurut Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. Salah satu urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah adalah penyelenggaraan Perizinan Mendirikan Bangunan. Untuk 

terciptanya tertib administrasi dan tertib pembangunan, serta sebagai upaya untuk 

terciptanya keselamatan bangunan sehingga akan dapat menciptakan keteraturan terhadap 

lingkungan serta memberi kepastian terhadap penggunaan tanah untuk bangunan 

bersangkutan, pemerintah kota Surabaya telah menetapkan kebijakan pengaturan tertulis 

dalam bentuk Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2015. Antara Peraturan 

Walikota Surabaya terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 telah terdapat 

keselarasan. Keselarasan tersebut dapat dilihat pada persyaratan, prosedur, dan pedoman 

teknis penerbitan izin mendirikan bangunan sehingga izin mendirikan bangunan gedung 

dan rumah tinggal di kota Surabaya penyelenggaraannya berpedoman pada kebijakan 

pengaturan tertulis yang telah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Walikota Surabaya 

Nomor 58 Tahun 2015.  

2. Ditetapkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 yang telah ditindak lanjuti dengan 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 

Tahun 2005, membawa akibat hukum bagi pemilik bangunan gedung untuk diharuskan 
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wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, 

akan mendapatkan sanksi diterbitkannya surat perintah pembongkaran bangunan gedung. 
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